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ABSTRAK  

 

 

La Ode Muhammad Arfan S., Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan 

Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah 

di Kota Makassar (dibimbing oleh Imron Burhan dan Nurul Afifah). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) efektivitas penerimaan pajak 
parkir di Kota Makassar tahun 2010-2015 dan (ii) kontribusi pajak parkir terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015. Data penelitian 
diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi langsung di tempat penelitian, 
yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada tahun 2010-
2015 berjalan fluktuatif. Efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2010 
masuk ke dalam kriteria tidak efektif dan pada tahun 2014 & 2015 masuk ke dalam 
kriteria kurang efektif. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 
2011-2013 masuk ke dalam kriteria sangat efektif dan kontribusi penerimaan 
pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015 
mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012 yang menurun 
sebesar 0,05% dari tahun sebelumnya. 

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi. 
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ABSTRACT 

 

 

La Ode Muhammad Arfan S., Effectiveness of the Parking Tax Revenue and 

Contribution of Parking Tax to Local Revenue at Local Revenue Office in 

Makassar City. (Supervised by Imron Burhan and Nurul Afifah). 

This research aims to know (i) the effectiveness of the parking tax revenue 
at Makassar City in 2010-2015 and (ii) the contribution of the parking tax to Local 
Revenue at Makassar City in 2010-2015. This research used effectiveness and 
contribution analysis techniques. Data of research were obtained through of 
interviews and documentations directly in the research place. The research results 
show that the effectiveness of the parking tax revenue at Makassar City in 2010-
2015 runs fluctuately. The effectiveness of the parking tax revenue in 2010 is not 
effective and in 2014 & 2015 is less effective. While, the effectiveness of the 
parking tax revenue in 2011-2013 is very effective and contribution of the parking 
tax to Local Revenue at Local Revenue Office in Makassar City period of 2010-2015 
is increase every year, except in 2012 it is decrease by 0.5% from the previous year. 

Key Words: Parking Tax, Local Revenue, Effectiveness, Contribution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

        

1.1 Latar Belakang 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat 

diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak 

diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. 

Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan 

perolehan yang berasal dari pendapatan daerah lebih penting dibandingkan 

dengan sumber-sumber diluar pendapatan daerah, karena pendapatan daerah 

dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. 

Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari 

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran 

daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah 

yang merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, 

karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolahan Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah 

lain-lain yang sah.  

Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan 
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antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi 

daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari dalam 

daerah itu sendiri. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi 

daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.  

Kedua undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini menjadi dasar hukum 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dewasa ini yang memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis 

pajak atau retribusi pada daerahnya. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 [1] tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu alternatif pajak daerah yang turut 

memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah 

pajak parkir. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 [1] Pasal 1 angka 31 

dan 32, bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti 

dalam pembiayaan pembangunan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah 

diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga 

keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. 

Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan 
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dan kenyamanan bagi konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan 

dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah memerlukan tempat untuk 

menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang menunjang 

pusat perbelanjaan tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan pajak parkir. 

Sebagai ibu Kota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki potensi 

untuk dapat menunjang penerimaan pajak parkirnya mengingat banyak berdiri 

hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha lainnya. Beberapa tempat bisnis 

menggunakan lahan parkir sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumennya. 

Dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar yang 

terbilang tinggi dibandingkan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor 

di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Tentunya mengakibatkan sering 

terjadinya kemacetan di Kota Makassar, sehingga diperlukan pengelolaan lahan 

parkir yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini: 

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar                                     

tahun 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2016) 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota 

Makassar tahun 2012 sebanyak 601.682 unit atau naik sebesar 2,74% 

dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 585.613 unit. Pada tahun 2013 

kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 2,39% dari tahun 

sebelumnya, dari sejumlah 601.682 unit menjadi 587.318 unit. Pada tahun 2014 

kendaraan bermotor juga mengalami penurunan sebesar 7,32% dari tahun 

sebelumnya, dari sejumlah 587.318 unit menjadi 544.338 unit. Sedangkan pada 

Tahun Jumlah (Unit) 

2011 585.613 

2012 601.682 

2013 587.318 

2014 544.338 

2015 575.441 
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tahun 2015 kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 5,71% dari tahun 

sebelumnya, dari sejumlah 544.338 unit menjadi 575.441 unit. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perkembangan kendaraan bermotor di Kota Makassar 

pada tahun 2011-2015 berjalan fluktuatif. 

Adapun target penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Makassar sejak tahun 2010 sampai 2015 menunjukkan peningkatan yang 

cukup signifikan. Hal ini tergambar dari tabel target penerimaan Pajak Parkir di 

bawah ini: 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Target Pajak Parkir Kota Makassar tahun 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2016) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat target penerimaan pajak parkir 

selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Pada tahun 2011, terjadi kenaikan target 

penerimaan sebesar Rp 906.658.996 dari tahun 2010. Pada tahun 2012 terjadi 

kenaikan target sebesar Rp 1.500.000.000 dari tahun 2011. Kenaikan target 

penerimaan Pajak Parkir juga terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 

1.500.000.004 dari tahun 2012. Pada tahun 2014, target penerimaan pajak parkir 

mengalami kenaikan sebesar Rp 8.050.000.000 dari tahun 2013. Pada tahun 2015, 

target penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar Rp 2.679.580.000. 

Kenaikan target penerimaan pajak parkir sebesar Rp 8.050.000.000 pada tahun 

2014 tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan target pada 

tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2015. 

Tahun Target 

2010 Rp               3.093.341.000 

2011 Rp               3.999.999.996 

2012 Rp               5.499.999.996 

2013 Rp               7.000.000.000 

2014 Rp             15.050.000.000 

2015 Rp             17.729.580.000 
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Target penerimaan pajak parkir merupakan tolak ukur dari realisasi 

penerimaan pajak parkir tahunan yang harus dicapai oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Makassar. Target penerimaan pajak parkir yang selalu mengalami 

kenaikan tiap tahunnya haruslah diiringi dengan tercapainya realisasi penerimaan 

pajak parkir yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Penentuan target 

penerimaan pertahun didasarkan pada realisasi penerimaan yang dapat dicapai 

pada tahun sebelumnya dan juga melihat pada kondisi perkembangan Kota 

Makassar yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh sebab itu, penentuan 

target penerimaan pajak parkir haruslah lebih tinggi dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

Pajak parkir harus berjalan dengan efektif, agar dapat 

mengoptimalisasikan penerimaan pajak parkir di Kota Makassar. Pengelolaan 

pajak parkir yang baik akan menghasilkan pemungutan pajak parkir yang optimal. 

Sehingga, target penerimaan pajak parkir dapat terealisasi dengan baik. Jika 

pemungutan pajak parkir berjalan dengan optimal, maka kontribusi pajak parkir 

terhadap Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. 

Pemerintah Kota Makassar perlu berupaya untuk meningkatkan 

penerimaan daerah disektor pajak parkir, agar penerimaan pemerintah terus 

meningkat sehingga dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Peningkatnya 

pendapatan daerah tersebut diharapkan daerah mampu mengoptimalkan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Makassar. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengambil judul mengenai “Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan 

Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan 

Daerah (DISPENDA) di Kota Makassar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1.2.1 Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada 

tahun 2010-2015? 

1.2.2 Bagaimana kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kota Makassar pada tahun 2010-2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis teliti diatas, maka tujuan 

dari penelitian yang akan dilakukan yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar 

pada tahun 2010-2015. 

1.3.2 Untuk mengetahui kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Makassar pada tahun 2010-2015. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Roadmap Penelitian 

Penelitian terdahulu yang berkaitan pernah dilakukan oleh Tarida Elisa B. 

(2014) [2], mengenai “Analisa Peranan Pajak Parkir terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pajak parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Kontribusi pajak parkir 

terhadap PAD juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Total kontribusi pajak 

parkir terhadap PAD Kota Tomohon sebesar 0,080% sehingga pajak parkir memiliki 

peranan tersendiri dalam pembangunan Kota Tomohon. 

Mourin M. Mosal (2013) [3], mengenai “Analisis Efektivitas, Kontribusi 

Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di 

Kota Manado”. Dari hasil analisis kontribusi terhadap PAD Kota Manado tahun 

anggaran 2008-2012, dapat disimpulkan bahwa kontribusinya sangat kurang. Dan 

dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Manado selama tahun 2008-2012, 

terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target dan 3 (tiga) kali dibawah target. 

Rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%. Sesuai dengan 

kriteria yang digunakan, maka persentase tersebut termasuk dalam kriteria sangat 

efektif.  

Dewi Sufraeni (2010) [4] melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Atas 

Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir dan 

kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan efektif, 

karena setiap tahunnya baik penerimaan pajak parkir maupun kontribusinya selalu 

meningkat. Tetapi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan kurang 
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efektif karena setiap tahunnya tidak menunjukan progress dalam artian berjalan 

naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena belum optimalnya sumber 

pajak daerah yang lainnya. 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai salah satu unsur 

pelaksanaan pemerintahan mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali 

sumber pendapatan Kota yang berupa pajak daerah yang di dalamnya, salah 

satunya adalah pajak parkir. Pajak Parkir adalah salah satu pajak daerah yang 

masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota. Pajak parkir dipungut berdasarkan atas 

pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraan tempat parkir. 

Pemungutan Pajak Parkir harus dilakukan dengan efektif, tingkat 

keefektifan dapat diukur dengan membandingkan antara hasil pajak yang 

dipungut (realisasi) dengan potensi/target pajaknya. Apabila potensi pajak parkir 

tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan 

realisasi pendapatan pajak parkir yang diterima, maka pajak parkir tersebut telah 

efektif. Pajak yang dipungut dengan efektif akan mengoptimalkan penerimaan 

sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari 

rasio antara penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah. Dengan pendapatan pajak parkir yang maksimal, diharapkan memberikan 

kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan Pendapatan Asli 

Daerah yang tinggi, pembiayaan pembangunan daerah dapat dilakukan secara 

maksimal. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dan kontribusi pendapatan 

pajak parkir sangat dibutuhkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Berikut merupakan skema Roadmap Penelitian yang akan peneliti gunakan 

dalam melakukan penelitian.
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Gambar 1.1 Roadmap Penelitian 

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016) 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Dasar-dasar perpajakan 

2.2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak menurut Widyaningsih (2011) [5] adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada 

mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa 

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Definisi pajak menurut Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2011) [6], Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
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tiada mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 [7] tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.2.1.2  Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) [6], fungsi pajak terdiri atas dua, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regulator) 
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Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap 

barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.  

2.2.1.3  Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 

2011) [6]: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris). 

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 

(2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

Negara maupun warganya. 

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus seerhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.2.1.4  Asas Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011) [6] mengungkapkan bahwa asas utama yang paling 

sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: 
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1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku 

untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

2. Asas sumber  

Asas ini menyatakan bahwa Negara yang menganut asas sumber akan 

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang 

pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu 

diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari 

sumber-sumber yang berada di Negara tersebut.  

3. Asas kebangsaan 

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status 

kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. 

Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang 

akan dikenakan pajak berasal. 

2.2.1.5  Sistem Pemungutan Pajak 

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Mardiasmo (2011) 

[6], yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With holding 

Tax System. 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-ciri Official Assessment System: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
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2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Self Assessment System: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2.2.1.6  Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) [6], pengelompokkan pajak terdiri atas: 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM). 

3. Menurut lembaga pemungutannya 

a. Pajak pusat (pajak Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerontah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

 Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak 

Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 

 Pajak kabupaten/kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea 

Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. 

2.2.2 Pajak Daerah 

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 [1] tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Soelarno (dalam Sari, L. Utami, 2013) [8], Pajak daerah adalah 

Pajak Asli Daerah atau Pajak Daerah Negara yang diserahkan kepada daerah, yang 
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pemungutanya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah hukumnya. Hasil 

pemungutan Pajak Daerah ini digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah 

sehubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hal senada juga disampaikan oleh Soetrisno PH (dalam Sari, L. Utami, 2013) 

[8] yaitu, Pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan publik, sedangkan 

lapangan pajaknya adalah lapangan pajak yang belum diusahkan oleh Negara. 

Mardiasmo (dalam Sari, L. Utami, 2013) [8] menjelaskan bahwa dalam 

struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal 

dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang 

perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 

dirinci menjadi:  

a. Pajak provinsi terdiri atas: (i) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air, (ii) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, 

(iii) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) pajak pengambilan dan 

pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

b. Jenis pajak kabupaten/Kota terdiri atas: (i) pajak hotel, (ii) pajak restoran, (iii) 

Pajak Hiburan, (iv) Pajak reklame, (v) pajak penerangan jalan, (vi) pajak 

pengambilan bahan galian golongan C, dan (vii) pajak parkir.   

c. Retribusi dirinci menjadi: (i) retribusi jasa umum, (ii) retribusi jasa usaha, (iii) 

retribusi perijinan tertentu. 

2.2.3 Pajak Parkir 

2.2.3.1 Pengertian Pajak Parkir 

Ismail (dalam Mosal, 2013) [4] menyatakan bahwa, Pajak parkir dipungut 

oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpakiran atau gedung-

gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang 

parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau 
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penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan 

langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut. 

Adapun pengertian pajak parkir menurut Siahaan (2008) [9], Pajak Parkir 

adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini 

merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

Pajak ini dapat di-earmark khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan  good governance  

dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib 

dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana 

yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh 

masyarakat. 

Pengertian parkir dan pajak parkir berdasarkan Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 [1] Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (31), yaitu Parkir 

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 [10] 

tentang Pajak Daerah Kota Makassar, Pajak Parkir adalah pajak atas 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud 

dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 

sementara.  
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak parkir 

merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor oleh orang 

pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. 

Pengenaan Pajak Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah harus 

terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir yang akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 

pemungutan Pajak Parkir di daerah kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

2.2.3.2 Dasar Hukum Pajak Parkir 

Menurut Siahaan (2008) [9], pemungutan pajak parkir di Indonesia saat ini 

didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh 

masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Parkir di Kota 

Makassar adalah sebagaimana di bawah ini. 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

2. Peraturan daerah kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Parkir, yaitu 

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota 

Makassar.  

2.2.3.3 Objek Pajak Parkir 

Berdasarkan PERDA Kota Makassar No. 3 thn. 2010 [10], Objek pajak parkir 

adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat 

parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah: gedung parkir, 
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pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. 

2.2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Parkir 

Pada pajak parkir, subjek pajak parkir adalah orang pribadi/badan yang 

melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak 

parkir adalah orang pribadi/badan yang menyelenggarakan tempat parkir (PERDA 

Kota Makassar No. 3 thn. 2010) [10]. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang 

menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara 

otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang 

terutang. 

Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak 

sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar 

(menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir 

dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan 

untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). 

2.2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Parkir    

Dasar pengenaan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Makassar tahun 2010 [10] pasal 46:  

a. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;  

b. Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditetapkan dengan peraturan walikota;  

c. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan 

kepada penerima jasa parkir. 

2.2.3.6 Tarif Pajak Parkir 

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) 

dari Dasar Pengenaan Pajak Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. 
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Tarif pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/Kota 

yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada 

pemerintah kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai 

dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dasar tarif Pajak Parkir 

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar tahun 2010 [10] pasal 47 

adalah: “Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)”. 

2.2.3.7 Proses Pemungutan Pajak Parkir 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 [10] menetapkan 

bahwa Pajak Parkir yang terutang sebesar 30% dari dasar pengenaan pemakaian 

tempat parkir. Pajak Parkir dipungut di seluruh wilayah daerah tempat parkir 

berlokasi. Pajak Parkir dapat dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment 

System). Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh WaliKota 

pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau 

dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Walikota. Yang dimaksud 

dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, nota perhitungan.  

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar 

sendiri diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di kas 

Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, sesuai dengan masa Pajak, 

jangka waktu lamanya satu bulan takwim. Formulir-formulir isian yang digunakan 

untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan Pajak Daerah yang 

terutang antara lain.  

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.  

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.  

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang menentukan 

besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
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pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 

masih harus dibayar.  

4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah. 

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004 [11] tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 

angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Menurut Warsito (dalam Al-Khawarizmi, 2011) [12] tentang Pendapatan 

Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan 

dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, 

restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pendapatan 

Asli Daerah lainnya yang sah. 

Sedangkan menurut Rahman (dalam Al-Khawarizmi, 2011) [12], 

Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada 

didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.  

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-

Undang RI No.32 Tahun 2004 [13] yaitu Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:  

1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan 

oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum 

publik.   
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2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan 

daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau 

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah 

bersangkutan  

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah 

dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan 

daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah.  

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan–pendapatan yang 

tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan 

dinas-dinas. 

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam 

wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah, yang mana Pendapatan Asli 

Daerah menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam 

membiayai kegiatannya. 

2.2.5 Efektivitas 

Efektivitas menurut Mardiasmo (dalam Prasetyo, 2008) [14] merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan 

dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan 

terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif 

proses kerja suatu unit organisasi. Dari pengertian efektivitas tersebut dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 

jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, 

yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 
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Efektivitas mengukur tingkat output terhadap target yang diharapkan. 

Oleh karena itu, pengukuran efektivitas memerlukan data-data realisasi 

penerimaan dan target pendapatan. Menurut Mohamad Mahsum (dalam Indriani, 

2010) [15], formula untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:  

Efektivitas =  
Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan
   x 100% 

Untuk mengukur tingkat efektivitas pajak parkir, maka peneliti 

menggunakan Interpretasi nilai efektivitas yang digunakan oleh Mahmudi (2010) 

[16] dibawah ini: 

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas 

Persentase Efektivitas Kriteria Efektivitas 

> 100% Sangat efektif 

100% Efektif 

90% - 99% Cukup Efektif 

75% - 89% Kurang Efektif 

< 75% Tidak Efektif 

(Sumber: Mahmudi, 2010) 

2.2.6 Kontribusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [17], kata kontribusi berarti 

sumbangan. Berkaitan dengan hal ini, pengertian kontribusi tersebut dapat 

diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak parkir terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Kota Makassar. 

Mahmudi (dalam Widiyati, 2010) [18], melakukan perhitungan analisis 

kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan 

dari penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu 

dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir terhadap 

realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

Kontribusi =  
Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan PAD
   x 100% 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai dengan 

Mei 2016. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Makassar. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu: 

a. Data kualitatif menurut Sekaran (dalam Irwanto, 2015) [19] adalah hasil 

pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan. Dalam penelitian 

ini, data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap 

objek penelitian. 

b. Data kuantitatif menurut Sekaran (dalam Irwanto, 2015) [19] adalah hasil 

pengamatan yang diukur dalam skala numerik/bilangan. Dalam penelitian ini, 

data kuantitatifnya berupa data pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Data primer menurut Ruslan (dalam Rochmadika, dkk, 2015) [20] adalah data 

yang diperoleh sacara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok 

dan organisasi. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Dalam hal ini, sumber data diperoleh melalui 

wawancara secara langsung dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang 

terkait di bidang pemungutan Pajak Parkir tentang penerimaan Pajak Parkir 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, terutama mengenai 

hambatan apa saja yang ditemui dalam penerimaan pajak parkir dan upaya 
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yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Kota 

Makassar. 

b. Data sekunder menurut Ruslan (dalam Rochmadika, dkk, 2015) [20] adalah 

memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi 

dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, 

termasuk majalah, jurnal khusus, pasar modal, perbankan dan keuangan. 

Dalam hal ini, data yang diperoleh bersumber dari dokumen-dokumen 

mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Makassar tahun 2010-2015 dan penerimaan Pajak Parkir Kota Makassar tahun 

2010-2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

3.3 Teknik Analisis Data  

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan 

masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data Kuantitatif. Analisis data 

ini digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan 

rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan rumusan masalah 

mengenai efektivitas pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, peneliti menggunakan: 

1) Analisis Efektivitas 

Untuk menganlisis efektivitas dari pajak parkir, peneliti menggunakan 

rumus yang digunakan oleh Mohamad Mahsum (dalam Indriani, 2010) [15] 

sebagai berikut. 

Efektivitas Pajak Parkir  =  
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Target Penerimaan Pajak Parkir
  x 100% 

Untuk mengukur tingkat efektivitas pajak parkir, maka peneliti 

menggunakan Interpretasi nilai efektivitas yang digunakan oleh Mahmudi (2010) 

[16] dibawah ini: 
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Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas 

Persentase Efektivitas Kriteria Efektivitas 

> 100% Sangat efektif 

100% Efektif 

90% - 99% Cukup Efektif 

75% - 89% Kurang Efektif 

< 75% Tidak Efektif 

(Sumber: Mahmudi, 2010) 

2) Analisis Kontribusi 

Analisis kontribusi pajak parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi 

dari penerimaan pajak parkir dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, penulis menggunakan rumus yang digunakan oleh 

Mahmudi (dalam Widiyati, 2010) [17]:  

Kontribusi Pajak Parkir  =  
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Realisasi Penerimaan PAD
  x 100 % 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Profil Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar 

Dinas Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas 

Penghasilan Daerah sebelum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan WaliKota 

Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas 

Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolahan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan 

Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas 

Administrasi.  

Adanya Keputusan WaliKota yang terdapat dalam Keputusan Daerah 

Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama 

dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 

1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang.  

Kemudian disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi 

Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani 

sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub 

Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang 

tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan 

Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah 

Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.  

 



27 
 

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 

4.1.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu: 

 Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan Pendapatan 

Daerah 

4.1.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut. 

 Menggali sumber-sumber PAD secara optimal. 

 Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD. 

 Meningkatkan koordinasi. 

 Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah. 

 Meningkatkan pengawasan pengelolahan pendapatan daerah. 

 Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. 

 Melakukan evaluasi secara berkala. 

 Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. 

 Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina 

kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi. 

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 

4.1.3.1 Tugas pokok 

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, 

membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang 

pendapatan daerah. 

4.1.3.2 Fungsi 

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut. 

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan 

serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 

2. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan 

pendapatan daerah. 

3. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang 

pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak 

hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak 
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penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian 

golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya. 

4. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi 

hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.  

5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan 

keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya.  

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.  

7. Pembinaan unit pelaksana teknis. 
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4.1.4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

           

 

Subbagian Umum Dan 

KEPEGAWAIAN 

Kepala Dinas 
DR.H.M. Takdir Hasan Saleh. SE, M.SI 

SEKRETARIS 
 

Subbagian 

Keuangan 

Subbagian 

 Perlengkapan 

Ka. Bidang 

Pajak Hotel, Hiburan 

dan Abt 

Seksi 

Pendataan Pajak Hotel, 

Hiburan dan ABT 

Seksi 

Penetapan Pajak Hotel, 

Hiburan dan ABT 

Seksi 

Penagihan Pajak Hotel, 

Hiburan dan ABT 

Ka. Bidang 

Pajak Restoran, Parkir dan 

Pajak Penerangan Jalan 

Seksi 

Pendataan Pajak Restoran, 

Parkir dan Pajak Penerangan 

Jalan 

Seksi 

Penetapan Pajak Restoran, 

Parkir dan Pajak Penerangan 

Jalan 

 

Seksi 
Penagihan Pajak Restoran, 

Parkir dan Pajak Penerangan 
Jalan 

 

UPTD - PBB UPTD - BPHTB 

Kepala Tata Usaha UPTD - PBB Kepala Tata Usaha UPTD - BPHTB 

Ka. Bidang 

Pajak Reklame dan Pajak 

Lainnya 

 

Seksi  

Pendataan Pajak Reklame 

dan Pajak Lainnya 

 

Seksi 

Penetapan Pajak Reklame 

dan Pajak Lainnya 

Seksi 

Penagihan Pajak Reklame 

dan Pajak Lainnya 

Ka. Bidang Koordinasi, Pengkajian 

dan Pengawasan 

Seksi 

Verifikasi dan 

Pengawasan 

Seksi 

Koordinasi Bagi Hasil Pajak 

Analisa  Pendapatan 

Seksi 

Pengkajian dan Hukum 

Gambar 4.1: Struktur organisasi Dinas 

Pendapatan daerah Kota Makassar 
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Berdasarkan Strutur organisasi di atas, maka dapat dirincikan tugas-tugas 

setiap bagian: 

a. Kepala Dinas 

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan 

mengendalikan tugas desentrasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di 

bidang pendapatan. 

b. Sekretariat 

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan 

pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas 

Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

1. pengelolaan kesekretariatan; 

2. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; 

3. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; 

4. pelaksanaan urusan perlengkapan; 

5. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 

6. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas 

Pendapatan; 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana 

kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi 

kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam 

melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; 
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2. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi 

surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan 

surat sesuai bidang; 

3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas; 

4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; 

5. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar; 

6. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepegawaian dalam lingkup dinas; 

7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 

kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; 

8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan 

bidang tugasnya; 

9. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar; 

10. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja 

masing-masing; 

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

d. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 

melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian 

Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan; 

2. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah; 

3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-

masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke 

Bappeda melalui Kepala Dinas; 
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4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi 

perbendaharaan dinas; 

5. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi dari masing-masing satuan kerja; 

6. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan 

Subbagian Perlengkapan; 

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

e. Sub Bagian Perlengkapan 

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 

melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta 

mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam 

melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 

1. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan; 

2. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas; 

3. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 

Sekretariat dan Bidang-bidang; 

4. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB); 

5. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); 

6. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan 

bahan penyusunan APBD; 

7. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas 

Pendapatan; 

8. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 

barang inventaris daerah; 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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f. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan 

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, 

verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan 

tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi: 

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, 

verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan; 

3. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

g. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir 

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam 

melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, 

penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, 

verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir; 

3. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
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h. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 

penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, 

penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, 

verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah; 

3. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

i. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 

Bagi Hasil 

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 

Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, 

merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, 

pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam 

melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak 

Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi: 

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

2. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi; 
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3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak-pajak dan retribusi; 

4. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya; 

5. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi; 

6. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya; 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 

8. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas dan 

menjelaskan tentang “Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah 

(DISPENDA) di Kota Makassar”, maka hasil dan pembahasan berikut meliputi: 

sistem pemungutan pajak parkir Kota Makassar, efektivitas pemungutan pajak 

parkir, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, 

dan hambatan-hambatan serta upaya peningkatan pajak parkir. Uraian tentang 

hasil penelitian secara berturut-turut adalah sebagai berikut: 

4.2.1. Sistem Pemungutan Pajak Parkir di Kota Makassar 

Dilihat dari segi lembaga pemungutannya, Pajak Parkir termasuk sebagai 

pajak daerah. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Oleh karena itu, pajak parkir merupakan 

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

Berdasarkan golongannya, Pajak Parkir digolongkan sebagai pajak tidak 

langsung, dimana pajak parkir dipungut secara insidentil serta beban pajaknya 

dapat dialihkan dari wajib pajak kepada pihak lain, dalam hal ini yaitu pelanggan 

yang menikmati pelayanan atas jasa parkir yang disediakan pengelola parkir yang 

dibayarkan melalui struk (bill) pembayaran. 
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Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Penagihan Pajak 

Parkir, diketahui bahwa sistem pemungutan pajak parkir di Kota Makassar hanya 

menggunakan satu sistem, yaitu self assessment system. Hasil wawancaranya 

sebagai berikut: 

“Sejak September 2012, sistem pemungutan pajak parkir sudah 
menggunakan self assessment system dimana wajib pajak diberikan kepercayaan 
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak 
yang terutang dengan menggunakan SPTPD”. (Wawancara, 9 Mei 2016). 

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, penetapan pajak dilakukan 

dengan lebih dulu menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk 

self assessment yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 

lalu diberikan ke masing-masing wajib pajak (pengelola parkir). Pembayaran pajak 

parkir di Kota Makassar dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 

yang menerima ialah Bendahara Penerimaan Pajak. Pembayaran dilakukan 

dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Penagihan pajak 

dilakukan oleh bagian penagihan jika pajak parkir yang terutang belum dibayar 

atau terjadi kurang bayar. 

4.2.2. Analisis Efektivitas Pajak Parkir 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana 

dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula 

kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Berikut adalah tabel Target dan Realisasi Pajak Parkir 

tahun 2010-2015 di Kota Makassar: 
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Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2010-2015                                          

di Kota Makassar 

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016) 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa target dan realisasi Pajak Parkir dari 

tahun 2010-2015 selalu mengalami peningkatan. Tetapi tidak semua peningkatan 

realisasi pajak parkir tersebut diiringi dengan pencapaian target yang telah 

ditetapkan. Pada tahun 2010, 2014, dan 2015 terjadi kenaikan target dan realisasi 

pajak parkir, tetapi realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah 

ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 terjadi kenaikan target 

dan realisasi pajak parkir dengan realisasi melewati target yang telah ditetapkan. 

Jika dibandingkan pengaruh antara perkembangan kendaraan bermotor 

dengan penerimaan pajak parkir di Kota Makassar, hasilnya adalah perkembangan 

kendaraan bermotor yang berjalan fluktuatif selama 2011-2015 tidak seiring 

dengan penerimaan pajak parkir yang selalu mengalami peningkatan tiap 

tahunnya dalam periode yang sama. 

 Untuk lebih jelasnya, target dan realisasi penerimaan pajak parkir dapat 

dilihat melalui diagram di bawah ini: 

Tahun Target Realisasi Selisih 

2010 Rp   3.093.341.000 Rp   2.257.370.425 (Rp      835.970.575) 

2011 Rp   3.999.999.996 Rp   4.600.258.025 Rp        600.258.029 

2012 Rp   5.499.999.996 Rp   6.131.708.518 Rp        631.708.522 

2013 Rp   7.000.000.000 Rp   9.913.381.696  Rp     2.913.381.696 

2014 Rp 15.050.000.000 Rp 12.165.760.698 (Rp   2.884.239.310) 

2015 Rp 17.729.580.000 Rp 14.135.228.637 (Rp   3.594.351.370) 
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Gambar 4.2 Diagram Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2010-2015                   

di Kota Makassar 

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016) 

Dari gambar 4.2 melalui diagram batang, dapat dilihat bahwa target dan 

realisasi pajak parkir tahun 2010-2015 di Kota Makassar selalu mengalami 

peningkatan tiap tahunnya, walaupun ada beberapa tahun yang realisasi 

penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kenaikan target 

penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar Rp 

8.050.000.000 dan kenaikan target penerimaan pajak parkir terendah terjadi pada 

tahun 2011, yaitu sebesar Rp 906.658.996. Sedangkan kenaikan realisasi 

penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 

3.781.673.178 dan kenaikan realisasi penerimaan pajak parkir terendah terjadi 

pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp 1.531.450.493. 

Berdasarkan perhitungan analisis efektivitas dan tingkat pengukuran 

efektivitas, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:  

1. Pada tahun 2010, penerimaan pajak parkir hanya mencapai Rp 2.257.370.425 

dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.093.341.000, dan tingkat 
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efektivitas hanya mencapai 73,0%, dengan kata lain penerimaan pajak parkir 

pada tahun 2010 dapat dikatakan tidak efektif. 

2. Pada tahun 2011, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 

4.600.258.025 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.999.999.996, 

dengan tingkat efektivitas 115,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada 

tahun 2011 dapat dikatakan sangat efektif. 

3. Pada tahun 2012, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 

6.131.708.518 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.499.999.996, 

dengan tingkat efektivitas 111,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada 

tahun 2012 juga dapat dikatakan sangat efektif. 

4. Pada tahun 2013, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 

9.913.381.696 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 7.000.000.000 

dengan tingkat efektivitas 142,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada 

tahun 2013 dapat dikatakan sangat efektif. 

5. Pada tahun 2014, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 

12.165.760.698 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 15.050.000.000, 

dengan tingkat efektivitas 81,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada 

tahun 2014 dapat dikatakan kurang efektif. 

6. Pada tahun 2015, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 

14.135.228.637 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 17.729.580.000, 

dengan tingkat efektivitas 80,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada 

tahun 2015 dapat dikatakan kurang efektif. 

Untuk lebih jelasnya, persentase dan kriteria efektivitas dapat dilihat pada 

tabel 4.2 dibawah ini. 
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Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Pajak Parkir tahun 2010-2015                                                 

di Kota Makassar 

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016) 

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pemungutan 

pajak parkir tidak menunjukkan progres dalam artian berjalan secara fluktuatif 

dari tahun ke tahun. Tiap tahunnya terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak 

parkir yang signifikan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015. 

Tingkat keefektivitasan yang paling efektif terjadi pada tahun 2011 sampai 

tahun 2013 dengan persentase efektivitas di atas 100%. Namun, pada tahun 2014 

dan tahun 2015 kembali kurang efektif dikarenakan penetapan target yang besar 

sehingga realisasinya tidak tercapai, tetapi tetap ada progres kenaikan dari segi 

pencapaian realisasi namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini perlu 

mendapat perhatian lebih lanjut dan menjadi bahan untuk evaluasi dari 

pemerintah Kota Makassar, agar target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya 

bisa mencapai 100% bahkan lebih. 

Jika dibandingkan pengaruh antara perkembangan kendaraan bermotor 

dengan penerimaan pajak parkir di Kota Makassar, hasilnya adalah perkembangan 

kendaraan bermotor yang berjalan fluktuatif selama 2011-2015 tidak seiring 

dengan penerimaan pajak parkir yang selalu mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. 

Tahun Target Realisasi 
Persentase 

Efektivitas 

Kriteria 

Efektivitas 

2010 Rp      3.093.341.000 Rp      2.257.370.425 73,0 % Tidak Efektif 

2011 Rp      3.999.999.996 Rp      4.600.258.025 115,0 % Sangat Efektif 

2012 Rp      5.499.999.996 Rp      6.131.708.518 111,0 % Sangat Efektif 

2013 Rp      7.000.000.000 Rp      9.913.381.696 142,0 % Sangat Efektif 

2014 Rp   15.050.000.000 Rp   12.165.760.698 81,0 % Kurang Efektif 

2015 Rp   17.729.580.000 Rp   14.135.228.637 80,0 % Kurang Efektif 
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4.2.3. Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana yang 

digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. 

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula 

kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-

sumber penerimaan asli daerahnya, yang salah satunya adalah pajak parkir. 

Berikut tabel realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015 disajikan pada tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 Realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2010-2015 di Kota Makassar 

Tahun 
Realisasi Penerimaan Pajak 

Parkir 
Realisasi Penerimaan 

PAD 

2010 Rp                          2.257.370.425 Rp                 210.136.331.088 

2011 Rp                         4.600.258.025 Rp                 351.692.552.588 

2012 Rp                            6.131.708.518 Rp                 484.972.799.508 

2013 Rp                            9.913.381.696 Rp                   627.241.924.947 

2014 Rp                          12.165.760.698 Rp                   730.988.641.339 

2015 Rp                           14.135.228.637 Rp                  800.354.038.761 

Rata-rata Rp                          8.200.618.000 Rp                534.231.048.039 

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016) 

 Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara realisasi penerimaan pajak 

parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 di Kota Makassar 

disajikan pada gambar 4.3 di bawah ini. 



42 
 

Gambar 4.3 Diagram perbandingan realisasi penerimaan pajak parkir dan 

realisasi penerimaan PAD tahun 2010-2015 di Kota Makassar 

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016) 

Dari pengamatan data sekunder realisasi pajak parkir dan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Makassar diatas, peneliti menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir 

dan realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Walaupun realisasi penerimaan pajak parkir masih terbilang sangat rendah bila 

dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun 

waktu 6 tahun terakhir. 

Berdasarkan perhitungan analisis kontribusi dan pajak parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di atas, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:  

a. Pada tahun 2010, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 1,07% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 

2.257.370.425 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 

210.136.331.088. 

b. Pada tahun 2011, penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2010, yaitu 

dari Rp 2.257.370.425 menjadi Rp 4.600.258.025 sehingga menyebabkan 

kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 lebih 

besar dari tahun 2010 dan meningkat menjadi sebesar 1,31% yang diperoleh 
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dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 4.600.258.025 terhadap penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 351.692.552.588. 

c. Pada tahun 2012, penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2011, yaitu 

dari Rp 4.600.258.025 menjadi Rp 6.131.708.518. Namun, kontribusi pajak 

parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 lebih kecil dibandingkan 

tahun 2011, yaitu dari 1,31% menjadi 1,26% yang diperoleh dari penerimaan 

pajak parkir sebesar Rp 6.131.708.518 025 terhadap penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah sebesar Rp 484.972.799.508. 

d. Pada tahun 2013, penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2012, yaitu 

dari Rp 6.131.708.518 menjadi Rp 9.913.381.696, sehingga menyebabkan 

kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat dari 

1,26% menjadi 1,58% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 

9.913.381.696 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 

627.241.924.947. 

e. Pada tahun 2014, penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2013, yaitu 

dari Rp 9.913.381.696 menjadi Rp 12.165.760.698, sehingga menyebabkan 

kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat dari 

1,58% menjadi 1,66% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 

12.165.760.698 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 

730.988.641.339. 

f. Pada tahun 2015 penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2014, yaitu 

dari Rp 12.165.760.698 menjadi Rp 14.135.228.637. sehingga menyebabkan 

kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat dari 

1,66% menjadi 1,77% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 

14.135.228.637 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 

800.354.038.761. 

Berikut adalah tabel persentase pajak parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 
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Tabel 4.4 Persentase pajak parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 di Kota Makassar 

Tahun 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Parkir 

Realisasi 

Penerimaan PAD 

Persentase 

Kontribusi 

2010 Rp      2.257.370.425 Rp    210.136.331.088 1,07% 

2011 Rp     4.600.258.025 Rp    351.692.552.588 1,31% 

2012 Rp     6.131.708.518 Rp    484.972.799.508 1,26% 

2013 Rp     9.913.381.696 Rp    627.241.924.947 1,58% 

2014 Rp   12.165.760.698 Rp    730.988.641.339 1,66% 

2015 Rp   14.135.228.637 Rp    800.354.038.761 1,77% 

Rata-rata Rp      8.200.618.000 Rp    534.231.048.039 1,54% 

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016)  

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa kontribusi 

penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 

2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012 

yang menurun sebesar 0,05% dari tahun sebelumnya. Kontribusi penerimaan 

pajak parkir yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,77%, 

sedangkan yang paling terendah adalah pada tahun 2010 yaitu hanya sebesar 

1,07%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir dalam kurun waktu 6 

tahun terakhir bisa dikatakan mengalami peningkatan.  

4.2.4. Hambatan yang ditemui dalam penerimaan Pajak Parkir di Kota 

…..Makassar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 

Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah: 

1. Tidak semua Wajib Pajak Parkir telah patuh dalam melaporkan pajaknya. Hal 

ini dilihat dari data yang diambil dari Dinas Pendapatan Daerah melalui 

wawancara kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak Restoran, Parkir, dan 

Penerangan Jalan. Hasil wawancaranya sebagai berikut. 
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“Tidak semua Wajib Pajak Parkir telah patuh dalam melaporkan pajaknya 
sebanyak 80% Wajib Pajak telah patuh dan 20% tidak patuh dalam 
membayarkan pajak parkirnya”. (Wawancara, 9 Mei 2016). 

 

2. Faktor dari wajib pajak itu sendiri. Yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak 

dalam membayarkan Pajak Parkirnya dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak 

tentang pajak parkir. Hal ini dilihat dari data yang diambil dari Dinas 

Pendapatan Daerah melalui wawancara kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak 

Restoran, Parkir, dan Penerangan Jalan. Hasil wawancaranya sebagai berikut. 

“Sebagian Wajib Pajak masih kurang dalam memahami hal-hal terkait 
penetapan peraturan daerah yang mengatur Wajib Pajak, pendaftaran diri 
sebagai Wajib Pajak, dan pelaporan pajak parkirnyanya”. (Wawancara, 9 Mei 
2016). 

Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam 

mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerimaan pajak parkir di 

Kota Makassar adalah: 

1. Memberikan tindakan Teguran melalui Surat Teguran kepada Wajib Pajak 

yang tidak patuh dalam membayarkan pajak parkirnya. 

2. Melakukan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak Parkir 

guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar 

pajak bagi pembangunan daerah. 

4.2.5. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota.Makassar untuk  

…..mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Makassar untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar 

adalah: 

1. Dilakukannya monitoring/pengawasan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah 

sebanyak 4 atau 5 kali dalam setahun. 

2. Bagi Wajib Pajak Parkir yang menggunakan mesin Parking Timer, telah 

dipasangkan alat pemantau online yang mengawasi alur keluar masuknya 

kendaraan pada tempat/lahan parkir tersebut. 
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3. Memberikan surat teguran apabila Wajib Pajak parkir menunggak 

pembayaran pajaknya, agar Wajib Pajak bisa lebih taat untuk membayar 

pajaknya.  

4. Diterapkannya sanksi administrasi maupun sanksi pidana oleh pihak Dinas 

Pendapatan Kota Makassar apabila Wajib Pajak tidak membayar ataupun 

menunggak pembayaran pajak parkirnya. Sanksi selalu diberikan kepada 

wajib pajak yang terlambat membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, 

akan tetapi sampai saat ini pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 

hanya memberikan sanksi administrasi saja. 
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    BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada tahun 2010-2015 

berjalan fluktuatif. Pada tahun 2010, 2014, dan 2015 realisasi penerimaan 

pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kriteria 

efektivitas penerimaan pajak parkir tahun 2010 masuk ke dalam kriteria tidak 

efektif, dan tahun 2014 & 2015 adalah kurang efektif. Sedangkan pada tahun 

2011, 2012, dan 2013 realisasi penerimaan pajak parkir mencapai target, 

bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga kriteria penerimaan 

pajak parkir pada tahun 2011-2013 masuk ke dalam kriteria sangat efektif. 

2. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Makassar tahun 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali 

pada tahun 2012 yang menurun sebesar 0,05% dari tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir dalam kurun waktu 6 tahun 

terakhir bisa dikatakan mengalami peningkatan. Kontribusi penerimaan pajak 

parkir yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,77%, 

sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2010 yaitu hanya sebesar 1,07%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran yang 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi instansi yaitu 

sebagai berikut.  

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebaiknya memberikan sosialisasi 

kepada Wajib Pajak secara rutin, agar Wajib Pajak memahami dan patuh 

terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga penerimaan Pajak Parkir di Kota 
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Makassar dapat berjalan dengan efektif setiap tahunnya, agar tercipta 

keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan daerah yang merata dan 

kesejahteraan masayarakat. 

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebaiknya memberikan sanksi yang 

tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan tentang Pajak Parkir. 

Seperti memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri 

sebagai Wajib Pajak dan tidak melaporkan serta membayarkan kewajiban 

perpajakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
   

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
……………….   tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 

[2] Butarbutar, T. Elisa. 2014. Analisa Peranan Pajak Parkir terhadap Peningkatan 
………………....Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon. Jurnal. Manado: 
………………….Universitas Sam Ratulangi. 
 

[3] Mosal, Mourin M. 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap 
………………….Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota 
………………  ..Manado. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 
 

[4] Sufraeni, Dewi. 2010. Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya 
………………….Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas 
………………….Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. 
………………….Jurnal. Bandung: Universitas Komputer Indonesia. 
 

[5].Widyaningsih, Aristanti. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan dengan 
………………….Pendekatan Mind Map. Bandung: Alfabeta. 
 

[6] Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi. 

 

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 
………………….tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
 

[8] Sari, L. Utami. 2013. Analisis Perhitungan dan Peranan Pajak Reklame dan 
………………….Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. 
………………….Makassar: Universitas Hasanuddin. 
 

[9] Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja 
………………….Grafindo Persada. 
 

[10] Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 
………………….tentang Pajak Daerah Kota Makassar. 
 



50 
   

[11] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
………………….2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
………………….Pemerintahan Daerah. 
 

[12] Al-Khawarizmi, A. Damang. 2011. Pendapatan Asli Daerah. Artikel. Tersedia: 
………………….http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah. 
………………….html. Diakses (28 Mei 2016). 
 

[13] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
………………….2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
 

[14] Prasetyo, P. Heru. 2008. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir terhadap 
………………….Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata 
………………….Dharma.  
 

[15] Indriani, Niken. 2010. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran 
………………….terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009. 
………………….Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 
 

[16] Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. 
………………….Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 
 

[17] Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.  

 

[18] Widiyati, Siti M. 2010. Potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap 
………………….Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali. TA. Surakarta: 
………………….Universitas Sebelas Maret. 
 

[19] Irwanto, Rudi. 2015. Analisis Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak 
………………….Kendaraan Bermotor. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. 
 

[20] Rochmadika, D., dkk. 2015. Analisis Efektivitas Penerimaan dan Pertumbuhan 
………………….Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 
………………… (PAD). Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya. 
 
 
 
 

http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.%20………………….html
http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.%20………………….html


51 
   

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 



52 
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Daftar rekapitulasi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah                                          

di Kota Makassar tahun 2010-2015 
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Hasil perhitungan efektivitas Pajak Parkir di Kota Makassar                                          

tahun 2010-2015 

 

Efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota 

Makassar dapat dihitung dengan cara: 

a) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2010 

Efektivitas Pajak Parkir  =  
Rp  2.257.370.425

Rp  3.093.341.000
    x 100%   = 73,0 % 

b) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2011 

Efektivitas Pajak Parkir  =  
Rp  4.600.258.025

Rp  3.999.999.996
    x 100%   = 115,0 % 

c) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2012 

Efektivitas Pajak Parkir  =  
Rp  6.131.708.518

Rp  5.499.999.996
    x 100%   = 111,0 % 

d) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2013 

Efektivitas Pajak Parkir  =  
Rp  9.913.381.696

Rp  7.000.000.000
    x 100%   = 142,0 % 

e) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 

Efektivitas Pajak Parkir  =  
Rp  12.165.760.698

Rp  15.050.000.000
   x 100%   = 81,0 % 

f) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2015 

Efektivitas Pajak Parkir  =  
Rp  14.135.228.637

Rp  17.729.580.000
   x 100%   = 80,0 % 
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Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Parkir                                           

terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 

 

Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat 

dilihat melalui perhitungan di bawah ini. 

a) Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD tahun 2010 

Kontribusi  =  
Rp        2.257.370.425

Rp   210.136.331.088
  x 100%      = 1,07% 

b) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2011 

Kontribusi  =  
Rp        4.600.258.025

Rp   351.692.552.588
  x 100%      = 1,31% 

c) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2012 

Kontribusi  =  
Rp        6.131.708.518

Rp   484.972.799.508
  x 100%      = 1,26% 

d) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2013 

Kontribusi  =  
Rp        9.913.381.696

Rp   627.241.924.947
  x 100%      = 1,58% 

e) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2014 

Kontribusi  =  
Rp        12.165.760.698

Rp     730.988.641.339
  x 100%    = 1,66% 

f) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2015 

Kontribusi  =  
Rp        14.135.228.637

Rp     800.354.038.761
  x 100%    = 1,77% 
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